




































































































































 
 

 
 
 
 
 

BUPATI TAPIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
 

PERATURAN BUPATI TAPIN 
NOMOR 60 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI TAPIN, 
 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sasaran 
dan indikator kinerja perangkat daerah pada Peraturan 
Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 
2018-2023, maka indikator kinerja utama perangkat 
daerah perlu dilakukan perubahan ; 

 
b. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan indikator kinerja utama perangkat 
daerah; 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2756); 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor   5587),    sebagaimana      
telah     diubah beberapa   kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah; 

 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023; 

 
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan 
 

: 
 
 

PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN 
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH. 
 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapin sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tapin. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tapin 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 20 
(dua puluh) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Tapin untuk periode 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 
5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah 
dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk 
periode 1 (satu) tahunan. 

9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) 
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah atau kegiatan masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh 
anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 



10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai 
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 
program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya personil (sumber daya manusia), barang 
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber 
daya tersebut. 

11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang 
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan 
program dan kebijakan. 

12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran 
strategis dan tujuan telah ditetapkan. 

 
Pasal 2 

 
(1) Renstra Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari 

RPJMD Tahun 2018-2023. 
  
(2) sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah 

pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 
Tapin Tahun 2018-2023 diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
Bupati ini . 

 
Pasal 3 

 
(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian 

dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis 
Perangkat Daerah 

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil 
evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada 
Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin. 
 

 
Ditetapkan di Rantau 

pada tanggal 30 Desember 2020 

BUPATI TAPIN 

 

 

 

 

H. M. ARIFIN ARPAN 

 
 
 
Diundangkan di Rantau 

pada tanggal 30 Desember 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,   

 

 

 

 

H. MASYRANIANSYAH, SP, M.MA, MP 

 

 

 

 

 

 


























